
SALINAN 

GUBERNURSULAWESITENGGARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 20 TAHUN 2023 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT JANTUNG PEMBULUH DARAH DAN 

OTAK OPUTA YI KOO PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
TAHUN 2024-2028 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Rumah 
Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2028; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, 
dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) ;  

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 

1 1 .  Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 {Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 
Nomor 7); 
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MEMUTUSKAN: 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 
RUMAH SAKIT JANTUNG PEMBULUH DARAH DAN OTAK 
OPUTA YI KOO PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 
2024-2028. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara. 
4. Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak 

Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah institusi 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma 
dibidang kesehatan Jantung, pembuluh darah dan otak 
dan spesialis terkait lainnya dari pelayanan dasar 
sampai dengan spesialistik sesuai dengan 
kemampuannya. 

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jantung 
Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut BLUD 
adalah Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan 
Otak Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara yang 
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025. 

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra 
adalah dokumen perencanaan Badan Layanan Umum 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. 

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 
tahunan Badan Layanan Umum Daerah, yang disusun 
dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
dan anggaran Perangkat Daerah. 
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BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA 

Pasal 2 
(1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang 

disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan 
BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber 
daya dan kinerja dengan menggunakan teknik 
analisis bisnis. 

(2) Renstra Rumah Sakit Tahun 2024-2028 sebagai 
bagian dari Renstra Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
kesehatan. 

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai pedoman bagi Rumah Sakit dalam 
menyusun rencana kerja Rumah Sakit dan digunakan 
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 

(4) Renstra Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat: 
a. rencana pengembangan layanan; 
b. strategi dan arah kebijakan; 
c. rencana program dan kegiatan; dan 
d. rencana keuangan. 

RSJPDO 

d. BAB IV 
e. BAB V 
f. BAB VI 

c. BAB III 

Pasal 3 
(1) Renstra Rumah Sakit disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 
a. BAB I PENDAHULUAN; 
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN 

OPUTA YI KOO; 
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
RSJPDO OPUTA YI KOO; 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; 
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
SERTA PENDANAAN; 

g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG 
URUSAN; dan 

h. BAB VIII : PENUTUP. 
(2) Renstra Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 
Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan Renstra rumah 
sakit dalam rangka mendukung capaian tujuan rencana 
pembangunan daerah Pemerintah Daerah yang tertuang 
dalam RPO Tahun 2024-2026 dan akan disesuaikan periode 
RPJMD berikutnya. 
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BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 
(1) Direktur Rumah Sakit wajib melakukan pengendalian 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra 
Rumah Sakit. 

(2) Direktur Rumah Sakit menyampaikan laporan hasil 
pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Gubemur melalui Kepala Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Tenggara. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Gubernur ini dengan 

dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 2 - 8 - 2 0 2 3  

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ALI MAZI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 2 - 8 -  2023 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ASRUN LIO 

BERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 20 

dengan aslinya 

Hukum, 

M.Hum 

199603 1 001 


